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RINGKASAN 

       Perkembangan bisnis di era digitalisasi yang semakin cepat dapat mendukung 

pembangunan nasional. Pembangunan nasional membutuhkan dana yang cukup 

besar, salah satu institusi yang dapat membantu pelaksanaan pembangunan nasional 

yaitu sektor perbankan. Bank memiliki peran sentral dalam tatanan perekonomian di 

seluruh negara diatur dalam pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 

1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan. Bank berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan atau financial 

intermediary yang kegiatan pokoknya menghimpun dana masyarakat (surplus of 

funds) dan menyalurkan dana masyarakat bagi yang membutuhkan pinjaman (lack of 

funds). Bank merupakan tulang punggung perekonomian dan memiliki peran sentral 

dalam pelaksanaan pembangunan nasional diharapkan dapat memberi manfaat, 

keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.  

       Keterbatasan dana para pelaku bisnis, sehingga dapat mempengaruhi kegiatan  

bisnisnya. Para pelaku bisnis memang memang memiliki beberapa aset, namun bila 

menjual aset tentu membutuhkan waktu yang cukup lama. Para pelaku bisnis untuk 

mengatasi kekurangan dana tersebut, maka para pelaku bisnis mengajukan kredit ke 

lembaga keuangan yang dipercaya oleh seluruh anggota masyarakat dan memiliki 

integritas, yaitu bank sebagai perantara keuangan atau financial intermediary.  

       Bank dalam menyalurkan dana wajib mengedepankan dan menegakkan prinsip-

prinsip kehati-hatian bank (prudential banking principle) yang yang dilandasi 

dengan asas demokrasi berdasarkan pasal 2 UU Perbankan. Prinsip kehati-hatian 

dikenal dengan istilah 5C Principle, yaitu : character (watak), capacity 

(kemampuan), capital (modal), condition of economy (kondisi ekonomi) dan 

collateral (jaminan), tujuannya untuk mengantisipasi sedini mungkin resiko yang 

akan timbul di kemudian hari. Salah satu elemen yang terpenting yaitu unsur 

collateral atau jaminan berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak yang 

memiliki nilai ekonomis dan hak milik bendanya dapat dialihkan.  

        Bank yang pemberi pinjaman disebut kreditor dan debitor akan membuat 

perjanjian utang piutang yang merupakan perjanjian pokok berdasarkan pasal 1131 

Burgerlijk Wetboek, selanjutnya ditulis BW dan bank akan meminta benda tertentu 

milik debitor sebagai jaminan tambahan (accessoir) yang diikat sebagai jaminan 

khusus menjadi agunan berupa : gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia yang 

telah dibuat oleh para pihak yang akan melahirkan hak gadai, hak hipotik, hak 

tanggungan dan hak fidusia. 

       Buku II BW mengatur hukum benda, pada dasarnya buku II BW tidak dapat 

dipisahkan dengan buku III BW yang mengatur hukum perikatan. Keduanya 
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bersinergi dan merupakan satu kesatuan dalam hukum harta kekayaan. Para pihak 

akan membuat perjanjian kredit berupa perjanjian utang piutang yang merupakan 

perjanjian pokok. Perikatan ini tunduk pada buku III BW dan sudah dijamin oleh 

pasal 1131 BW yang terletak dalam buku II BW sebagai jaminan umum. Inilah 

sesungguhnya wujud dari sinergitas buku III BW dengan buku II BW berdasar 

undang-undang.  

       Bank bila hanya mengandalkan jaminan umum saja yang diatur dalam pasal 

1131 BW, berarti hanya mendasarkan diri pada sinergitas buku II BW dengan buku 

III BW berdasarkan undang-undang. Pembuatan perjanjian kredit yang kemudian 

disusul dengan membuat perjanjian jaminan khusus sehingga melahirkan agunan, 

inilah merupakan ujud sinergitas buku III BW dengan buku II BW berdasarkan 

perjanjian. 

       Bank apabila hanya sebagai kreditor konkuren, tentunya memiliki resikonya 

yang sangat rawan. Bank dan debitor setelah membuat perjanjian kredit, kemudian 

diikuti dengan membuat perjanjian jaminan khusus sehingga lahir agunan, maka 

bank akan berposisi sebagai kreditor preferen yang pelunasan piutangnya punya ciri 

mendahulu. 

       Keberadaan jaminan khusus berupa agunan, memiliki ciri-ciri pokok yang 

sangat kuat, antara lain bank sebagai kreditor yang memiliki hak tagih (piutang) 

yang dilekati dengan sifat mutlak, memiliki ciri droit de suite, memiliki ciri 

prioritas, dan yang paling penting memiliki ciri preferensi sehingga pelunasan 

piutangnya harus lebih di dahulukan dari kreditor-kreditor lainnya yang berposisi 

sebagai kreditor konkuren. 

Kata kunci : bank, agunan, ciri pokok, sinergitas 
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ABSTRACT 
 

The rapid business expansion in the current digital era may support 

national development. During the process, the execution of national development 

requires considerable funds. One of the institutions that might help is the banking 

sector. Banks, as the backbone of a country economy, are expected to provide 

benefits and legal certainty for all members of society. 

Some businessmen are limited to funding. Therefore, they need help from 

banks as reliable financial institutions that can offer benefits and legal certainty to 

grant hitchless operations. 

The first encountered problem is the collateral urgency as a special 

warrantee in the banking environment. Then, the second problem occurs on the 

nature of collateral’s main characteristics as a special guarantee in the banking 

environment. 

This study applies normative legal research using some approaches: 

legislation (statute approach), concepts (conceptual approach) and philosophical 

(philosophical approach). This research is carried out by analyzing laws and 

regulations related to legal issues, as well as theories and concepts to disclose 

vague norms using hermeneutical interpretations to uncover the characteristics of 

collateral as special warranties in the banking setting. 

General warrantees emerge directly from law without prior agreement in 

contrast to special warrantees which must be agreed upon first. In this case, book II 

BW and book III BW are in synergy and cannot be separated. They are unique 

because the existence of article 1131 BW is regelend recht. Even though it is 

embedded in book II BW, it can still be deviated by the parties on the basis of a deal, 

namely by making a special warranty through a fixed warrantee agreement that 

allows book II BW and book III BW to integrate. The synergy of laws is based on 

article 1131 BW whereas the synergy of agreements is in accordance with article 

1132 BW. The right of goods warranty in line with the nature of the properties has 

several characteristics, namely: absolute, Droit de suite, priority and preference. 

 

Key words: bank, collateral, main characteristics, synergy 
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